BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 32- TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PIDIE

Menimbang

Mengingat

»

TAHUN 2025-2029
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE,

bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan
penanggulangan bencana di Daerah secara sistematis dan
terpadu serta untuk menyelaraskan arah kebijakan
perencanaan pembangunan, maka perlu disusun Rencana
Penanggulangan Bencana

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rencana
penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten
Pidie Tahun 2025-2029;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Pidie
di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6927);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3733);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran
Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non
Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian
Risiko Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 164);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pidie Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pidie Nomor 101);
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21. Peraturan Bupati Pidie Nomor 9 Tahun 2025 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata
Keija Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie
(Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN
BENCANA KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025-2029

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pidie
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
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Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pidie.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Pidie

6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau
faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

7. Rencana Penanggulangan Bencana adalah mekanisme terpadu
untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko
bencana suatu Daerah dengan menganalisis Tingkat Ancaman,
Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah.

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya
disebut BPBD adalah perangkat daerah Kabupaten Pidie yang
dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk
melaksanakan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan
Bupati ini.

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai

panduan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan upaya
penanggulangan bencana di Kabupaten Pidie.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

a. menyusun rencana yang terstruktur dan terpadu dalam upaya
pengurangan risiko bencana, yang mensinergikan berbagai
upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif.
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b. menjadi alat koordinasi antar pihak yang terlibat dalam
penanggulangan bencana.

c. menjadi bahan masukan dalam penyusunan RPJMD, Rencana
Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Ruang lingkup Rencana Penanggulangan Bencana dituangkan
dalam bentuk Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
Kabupaten Pidie

(2) Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB | PENDAHULUAN;

b. BAB Il KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS BENCANA
DAERAH,;

BAB Il PENYELENGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA,;

d. BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN
DAN PROGRAM;

e. BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RESIKO
BENCANA,;

f. BAB VI PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI;
g. BAB VII PENUTUP;

(3) Rencana Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan Peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Penanggulangan Bencana berfungsi sebagai berikut:

a. pada tatanan Pemerintah Daerah digunakan sebagai dasar untuk
menyusun Rencana Penanggulangan Bencana yang merupakan
mekanisme untuk mengarusutamakan penanggulangan bencana
dalam rencana pembangunan;

b. pada tatanan mitra Pemerintah Pusat digunakan sebagai dasar
untuk melakukan aksi pendampingan maupun intervensi teknis
langsung ke komunitas terpapar untuk mengurangi risiko
bencana dengan berkoordinasi dan tersinkronasi terlebih dahulu
dengan program Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana;

c. pada tatanan masyarakat umum digunakan sebagai salah satu
dasaruntuk menyusun aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan,
seperti menyusun rencana dan jalur evakuasi, pengambilan
keputusan Daerah tempat tinggal dan sebagainya.
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BAB Il
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal :10 Agustus 2026 M
Z@ Safar 1448 H

"BUPATI PIDIE,

Diundangkan di Sigli
Pada tanggal 10 Agustus 2026 M
7o Safar 1448 H

SEKRETARIS DAERAL/
N KABUPATEN PIDIE*

SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2026 NOMOR 32-



